SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

| NOMOR 119 TAHUN . 2021
|
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA- BADAN PE‘RENCANAAN 'PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGfAN _RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. 'BUPATI KARANGANYAR,
©a. bahwa urusan pemermtahan bidang perencanaan, bidang

- TENTANG

Menimbang

pene11t1an dan pengembangan di Daerah d11aksanakan oleh.

o Badan Perencanaan, Penélitian dan Pengembangan,

b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan-‘

Pemerlntahan Daerah maka perlu diatur ‘struktur, tugas

fungs1 dan tata ker_]a

' 4<‘:. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud -

pada ~ huruf ‘a dan huruf b d1atas perlu menetapkanl

Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan _Susunan-

Orgamsam, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan'
Perencanaan Penehtlan dan Pengembangan -
. Undang-Undang Nomor - .13 Tahun 1950A7_tentar'1g
Pembentukan . Daerah-daerah | Kabupaten  Dalam
ngkungan Prov1n31 J awa Tengah; | |

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Mengingat P

|

Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor - 5587) sebagalmana'
telah d1ubah beberapa . kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja'
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm'

Nomor 6573); ™

B

|
|




Mene’capkan

. ﬂeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Le'mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
dlubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan ' atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor

1‘87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1 : ,
Nomor 6402);

. Eeraturm' Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

| : ; «
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

D}aerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67) sebagalmana ‘telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
t(‘:ntang Perubahan Atas Peraturaﬁ Daerah Kabupaten
Iﬁaranganyar Nofnor_ 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Spsunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

'(Lemb"gran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
‘Nomoy 22, 'Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten :

Karaqganyar Nomor 1 13) ;

- o
MEMUTUSKAN :

. PER‘ATURAN_ BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADf;N PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

. - BABI
KETENTUAN UMUM
| , :

: Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

]Paerah adalah Kabupaten Karangan'yar‘.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai -unsur
faenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan ~urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom. ‘

Bupati adalah Bupatl Karanganyar
] ‘



10.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat'Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menj; jadi kewenangan Daerah.
Sekretarls Daerah adalah P1mp1nan dari Perangkat Daerah
unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang
bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disebut - Baperhtbang adalah Perangkat
Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan

,pemermtahan bidang perencanaan, b1dang penelitian dan

pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
Kepala Badan adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah
Baperhtbang Kabupaten Karangayar.

. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat

UPTB adalah unsur tekms operasmnal dan atau unsur
tekrus penunjang tertentu Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan.

J‘abatan Fungsional ’adalah se};elompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan . dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada ‘keahlian dan
keterarnpllan tertentu. S
Subkoordmator adalah pejabat fungsmnal Ahli Muda yang
d1ber1kan tugas dan fungsi koordinasi serta pengglolaan
keglatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan
kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan

»ﬂcntang organisasi dan tata kerja instansi.

| BAB II

. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

|

Pasal 2

, Baperhtbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui
Sekretans Daerah.

|

| | -~ Pasal3

(1) iSusunan organisasi Baperlitbang terdiri dari :

a. Kepala Badan;

\’b Sekretariat, membawahkan :

| 1. Subbagian Umum; dan

\ 2. Kelompok J abatan Fungsmnal
|

|



Bidang Fisik dan Pr'asararia membawahkan Kelompok
Jabatan Fungsmnal | . 7

' Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok ‘
Jabatan Fungs1ona1
Bidang Ekonomi membawahka“l Kelompok Jabatan
Fungsional; '
Bidang Penel1t1an, Pengembangan dan Penyusunan
Program membawahkan: |
1. Sub Bidang Pehclitian dan Pengembangan; dan
2. Kelompok Jabétan Fungsional. '
UPTB; dan '

Kelompok J abatan Fungsional

— - qu‘ @O

(2) Bagan Susunan Organisasi Baperlitbang sebagalmana
| tercantum dalam Lampiran yang merupakan ‘bagian yang -

i’c1dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

. Bagian Kesatu
Kepala Badan

| | l Pasal 4
‘Kepjala Badan mempunyai tugas' membantu Bupati dalam
| meléksanakan fungsi penunjang urusan pcmerintahan pada
b1dang perencanaan pembangﬁhan, penelitian  dan
pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
| o
| | o Pasal 5 -
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud dalam .
' Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. ‘ penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan
‘\ pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. ¥ pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan
| pembangunan, penelitian dan pengembangan;

J
C. | pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
. dukungan  teknis pada -~ bidang | perencanaan

|
|
\
} pembangunan, penelitian dan pengembangan;
| _

|
|
|
|




|
|
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

| .
Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan

|

pernbangunan, penelitian dan pengembangan;
e. pelaksanaan fungsi kesekretarlatan Baperlitbang; dan

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

f\\lngsmya.

Bagian Kedua

\

|

| . -~ Sekretariat.
| SR
|

0

Pasal 6
(1) Sekretarlat sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3
‘ ]ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan.
(2) {Sekretarlat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawahr

Han‘bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

| - |

» | o

\ ; R Pasal 7 | |

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana

dan[ pelaksanaan _' kebija;lgan,g ~ pengoordinasian,

pemantauan evaluasi, pelaporan  meliputi pembinaan.

_ketat‘:ausahaan, , keuangan, aset, kerumahtanggaan,

kerjailsarna, kearsipan, = dokumen, keorganisasian, dan

ketaitalaksanaan, kehumasan, kepegawaiari, pelayanan

’ administrasi.

| |
‘ Pasal 8

Dalatm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasajl 7, Sekretaris mempunjra fungsi: |

T a. ipengoOrdinasiaLn kegiatan;

b. ‘pengoordlnas1an dan penyusunan rencana dan program
\kerja,

C. ‘pembmaan dan pembenan dukungan administrasi yang
.mehpuu perencanaan, keuangan, ketatausahaan,
}hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,

jkerumahtanggaan, - kearsipan, kepegawalan, dan
pelayanan administrasi Baperlitbang;

d. } pengoordinasian tata laksana;

e. ipengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

\
|
"\
|




2)

)

Kepal

', p'engoordmasmn pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern |
- Pemerintah (SPIP) dan pcngelolaan 1nformas1 dan

‘ dokumentasi;

‘ penyelenggaraan pengelolaan barang milik /' kekayaan

Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;

pelaksanaan momtormg, ; evalua31 dan pelaporan sesuai

‘dengan llngkup tugasnya, dan 7

pelaksanaan tugas lain sesual dengan tugas fungsmya

\ e T Pasal 9

| Subbag1an sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1)

h‘uruf b angka 1, d1p1mp1n oleh Kepala Subbagian berada
’d\1bawah dan bertangggng jawab kepada Sekretarls.

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada
agfat (1) mempunyai tugas pcnyi_apan bahé.n perumusan,

pengoordmasmn, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan mehputx pémbinaan' perencanaan,
keuangan ketatausahaan,. " hukum, kehumasan,

|

ketatalaksanaan’,’ ~ keorganisasian, = kerumahtanggaan,

' k«r:arsipan, kepegawaian, dan pelayanaﬁ administrasi
' B“aperlitbang. B

Bagian Ketiga.
Bidang Fisik dan Prasarana

: Pasal 10 ,
B1dang F1s1k dan Prasarana merupakan unsur pelaksana

|

penunjang urusan pemermtahan pada bidang fisik dan
prasarana

B1‘dang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang,

berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala

k Badan

-3

Pasal 1 1

5
| |
|

'l Bldang Fisik dan Prasarana sebaga1mana dlmaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) mempunya1 tugas perencanaan .

’peruml}lsan dan pelaksanaan kebljakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang fisik dan

prasarana.



Pasal 12. o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam

,Pasal‘ 11, Kepala B1dang Fisik dan Prasarana mempunya1 '
fung81

a. pelaksanaan*kebl_,akan teknis perencanaan pembangunan
_ pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan

h1dup dan sumberdaya alam; '
b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan

pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan
h1dup dan surnberdaya alam;

c. pengelolaan Program Kkerja perencanaan pembangunan | .
'pac“ia bldang prasarana W11ayah, pertanahan, lingkungan
hidup dan sumberdaya alam; |

d. pquoordinasian perencanaan pembahgunan pada bidang
pra‘[sarana' wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan
sumberdaya alam;

e. penllantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan
pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan
hide dan sﬁmberdaya a}am; dan

f. pele\tksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan _fungSinya._

1 ‘ Bagian Keempat

| Bidang'Sosial dan Budaya

| Pasal 13 _
(1) Bidang Sosial dan Budaya adalah imsur pelaksana

pénunjang urusan pemermtahan pada bldang sosial dan

budaya
(2) B1dang Sosial dan Budaya’ dipimpin oleh Kepala Bidang,

\
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan

-

, \ Pasal 14 :
Kepala Bldang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan
perumhsan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan perencanaan pada bidang sosial dan budaya
|
|



Pasal 15 ‘
- Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana d1maksud dalam

~ Pasal 14, Kepala B1dang Sosial dan Budaya, mempunyal_ ‘
| 'fung‘m ' ‘

a. pelaksanaan kebljakan tekms perencanaan pembangunan

| pa_da “bidang- pemermtahan - dan  kependudukan,
pemberday'aank masyarakat dan  sosial, pend1d1kan
ke‘:budayaan, pemuda dan olah raga; _

b, pel:nyusunan program ker_]a perencanaan pembangunan‘
jpada{ bidang pemermtahan ~dan’ kependudukan,
-pémberdayaan masyarakat ~ dan sosial, p’endidikan

k?budayaan, pemuda dan olah raga;

c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan
- pada bidang pemermtahan ' dan kependudukan
pemberdayaan masyarakat daﬁ sosial, - pend1d1kan
‘ kebudayaan, pemuda dan olah raga; | ‘ ‘7
d. pengoordmaglan perencanaan pembangunan pada bldang
| pemermtahan E ’dan : kependudukan , pemberdayaan‘
Vmasyarakat dan s031al pend1d1kan kebudayaan, pemuda
kdan olah raga; AR | I
e. pemantauan dan pengéndalian' pérencanaan pembangunan
pada ‘bidang . pemerintahan  dan  kependudukan,
,pemberdayaan ' masyarakat - dan 3031a1 penc;idikan '
kebudayaan pemuda dan olah raga, dan |

|
f. pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas dan fungsmya

Bagian ‘Kelima

: - Pasal 16

\Bxdang Ekonom1 -adalah unsur pelaksana penunjang

urusan pernermtahan pada b1dang ekonorm

\ :
\ Bidang Ekonomi
1)

(1)

| (@) Pldang Ekonomi d1p1mp1n oleh Kepala B1dang, berada di
~ bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

; | | Pasal 17 E PR
Kepé\ﬂa Bidang Ekonomi sebagaimana = dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) mempu'nyai,tugas,perenqanaan perumusan -

dan
pelaporan perencanaan pembangunan pada bidang ekonomi.

dan | pelaksanaan kebijakan, ‘pemantauan, evaluasi



Pasal 18"

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal i17, Kepala Bidang E'konomi, mempunyai fungsi :

a. pelaksariaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
bicfang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan
dan energi; o i

b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan

bldang pengembangan dunla usaha kedaulatan pangan.
dan energi; ' '

c. perlgelolaan program kerja perencanaan pembangunan
bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan
‘ dan energi; |

d. pengoordlnasmn perencanaan pada bldang pengembangan

dunla usaha, kedaulatan pangan dan energ1
e. pemantauan, - evaluasi dan pelaporan perencanaan
\ dan
pembangunan bidang pengembangan dunia usaha,

kedaulatan pangan dan energi; dan
1 p_e;laksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
! .
| Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Pasal 19
(1) Bldang Penelitian, Pengembangan dan 'Penyusunah

Program merupakan unsur pelaksana penunjang urusan

pemerlntahan pada bldang penehtlan pengembangan dan |

penyusunan program:

2 B1dang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan
Program dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah
dan bertanggung Jawab kepada Kepala Badan.

N
i
| ~ Pasal 20

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2)

mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada b1dang
penehtlan dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan serta penvusunan program

!

|

0

[



- Pasal 21 o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana &:fimaksud dalam

Pasal[ 20, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Penyusunan Program, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penelitian,

' pengembangan, penyusunan program, pengendahan dan
evaluasi perencanaan; :

b. penyusunan program kerja pada Dbidang penelltlan,
péngembangan, penyusunan program, pengendalian dan
evaluasx perencanaan; :

C. kpengelolaan program kerja pada bidang penehtlan,
pengembangan ‘penyusunan program, pengendalian dan
evaluasx perencanaan;

- d. pengoordmasmm pada bidang penelitian, pengembangan
penyusunan program, pengendahan dan evaluasi
perencanaan,

e. pemantauan dan Pengendalian pada bidang peneht1an,
pengembangan, penyusunan program, pengendahan dan
ej:v,aluasi perencanaan; dan

. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ' ‘

% | ' Pasal 22

(1) Subb1dang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala B1dang

(2) Kepala Subbldang Penehtlan dan Pengembangan -
sebaga.lrnana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
‘peny1apan bahan perencanaan perumusan dan

| ;pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
ipelaporan pada bidang penelitian dan pengembangan.

‘Bagian Ketujuh
"UPTB

 Pasal 23
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

| \tugas teknis penunjang pada Baperlitbang dapat dibentuk
‘UP'I‘B '

(2) | 'UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
1 Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung]awab
] kepada Kepala Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB
'diatur dengan Peraturan Bupati tersend1r1

.
l

\
l
|
\
|
\




- Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

_‘ | ~ Pasal 24

(1) Ke*ompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
pefaturan perundang-undangan berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/ Sekretaris.

2) . Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada:
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kefja : ‘ ‘

B

% : Pasal 25-

'» (1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdiri dari tenaga fungsmnal
yang terbagi dalam "kelompok sesuai dengan bidang
keahhannya ' ' 7 '

(2) Jems dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-
urjldchmgan. |

1

} _ ~ Pasal 26 _

(1) Pl;lda Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk
Subkoordinator, paling banyak 3 (tigé) dalam 1 (satu)
Sekretarlat/ Bidang. , T

(2) Jems dan jumlah Subkoordlnator d1tetapkan oleh Bupati
atas usulan dari Kepala Badan.

i
|

o - Pasal 27

Jab%ltan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan melalui 'Subbidang /Subbagian dan _

 atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional.

' ] ; . BAB IV
| - TATA KERJA

|

| Pasal 28 .

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

urusan - pemerintahan kepada Bupati mélalui Sekretaris
Daerah. |




Pasal 29
Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan,
anahsxs beban kerja, evaluasi Jabatan dan standar kompetens1

Jabatan kepada Bupatl.

‘ | Pasal 30. | | ;

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sﬁbbagian Kep'ala Subbidang dan Kepala UPTB dalam

‘melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordlna31

, 1n’tegrasx, dan s1nkromsas1 . ‘ :

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, . Kepala
Subbaglan, Kepala Subbidang dan Kepala UP’VI‘Bv
melaksanakan tugas menerapkan pr1n31p perencanaan,
pgngorgamsaman, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) kepala Badan, Sekretaris, "Kepala Bidang, Kepala
Subbag1an, Kepala Subbidang dan  Kepala UPTB
melaksanakan Slstem Pengendahan Intern Pemerlntah
' (SPIP)

|

5‘ Pasal 31

(1) .Kepala Badan bertanggung  jawab memimpin,
mengoord1na51kan dan memberikan pengarahan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan
dan mengambil langkah-langkah yang d1perlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
| |
| Pasal 32

Kepala Badan wajib menyampalkan laporan berkala tepat

: pada waktunya ' '

|
i ' .- Pasal 33 ,
Dalam melaksanakan tugas di wﬂayah Kepala Badan waJ1b '

melakukan koordinasi dengan Camat




'BABV
KETENTUAN PERALIHAN

; Pasal 34 o

(l) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupa‘u
irﬁ tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
: tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Bupatl ini.

(2)‘Pejabat Pelaksana yang ada pada saat berlakunya

' Pcraturan Bupati ini .tetap menduduki jabatannya dan
rrf1e1aksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang
bjerlaku. .

3) P;’ejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas dan bertanggung jawab kepada pejabat
admlnlstra51 di atasnya "

- BAB VI

J
o
!
\ .
‘ KETENTUAN LAIN-LAIN

| | |
f g Pasal 35

Baperhtbang dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat -
koordmauf dan  fungsional untuk menyinkronkan N
ﬁeléksanaari tugas dan fungsi masing-masing. |

? ’ ' Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenal uraian tugas setiap Jabatan
d1atur dengan Peraturan Bupati tersendiri,

I . BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

| . Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar - Nomor * 115 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsas1, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor
1 15) d1cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

'
|
|

!




Pasal 38 v
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diunda;ngkan.

|
Agar ‘ setiap orang ~ mengetahuinya, memerintahkan
penguhdangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar.

| Ditetapkan di Karanganyar

| : .

| pada tanggal 31 Desember 202 1
BUPATI KARANGANYAR,

,;‘” | ttd
| ‘, ot

JULIYATMONO
Dlundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd -
| SUTARNO =

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 119

L 1 L

| Salinan sesuvai dengan.aslinya
- SEKRETARIAT DAERAH

NIP. 1975311 199903 1 009




' JULIYATMONO

// ’
y LAMPIRAN o
e PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
7 NOMOR 119 TAHUN 2021
) TENTANG
o KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
BADAN, PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
// BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
yan BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Badan
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